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PENDAHUT,UJAN

Pasal 2 Undang-undang No. 14 Tashun 1870 tentang
Rekuagasn Kehakiman menentukan tugas pokok dari EKekuasaan
Eehakiman untuk menerima, memeriksa dan menvelesaikan
setiap perkara vang diajukan kepadanva.

Pengadilan Negeri sebagal badan peradilan dalsm
lingkungan peradilan umum, dalam melaksanakan tugasnya
memptinysasi wewenang untuk menyvelesaikan baik perkara
perdata bagi s=emua orang maupun perkara pidana vang
cdlilakukan woleh orang-orang vang bukan anggota militer,
kecuall perkara-perkara koneksitas.

Sailah =matu cara menvelesaikan senghkets hukun vang
timbul diantars wargas masvarakat adalab wminta  bantuan
pengadilan negerl untuk menyelesaikan perksra tersebut
dengan  suatu  putusan, Jika usaha penyelesaian zendiri
Lidak berhasil. Cara ini di adskan gung mencegah meng-
hakimi s=endiri daril warga masyarakat yvang dilarang oleh
nndang-undang.

Cars penvelesaian sengketa hukum di  pengsdilan
negeri  di lakukan dengah',mengajukan gugatan. Menurut
HIR/RBg (sebagail salah satu sumber Hukuw "Acara Perdatay,
gugatan dapat di ajukan baik secara tertulis maupun secars
lisan, oleh vang berkepentingan sendiri atau oleh wakilnya
vang dituniunk baik secara tertulis maupun secara lisan.

Dalam penvelessian perkara perdata hakim berzikap
pagif, dalam pengevtian bahwa dimulai, dilanjutkan atan di
akhirinyva suatu perkars terserah kepada pava pihak. Akan
tetapi sekali perkara di ajukan ke pengsadilan, hakim tidak
boleh menolak dengan slasan apaspun Sundikno, 1882  17).

Dalam Hokum Acara Perdata di  Indonesia, hakim




dituntut untuk aktif di dalam menyelesaikan suatu perkara,
sedjak perkara di ajukan dimuka pengadilan sampai pada zaat
meniatuhkan putusan, bahkan pada zast pelaksanaan putusan
pengadilan (Hapsoro, 1878 : 123.

Sikap aktif hakim ind terdspat dalam ketentuan-
ketentuan HIR/RBg vang antara lain menyvatakan, hakim ber-
wenang memberl petuniuk tentang mengsjukan gugstan, hakim
mener L gugatan vang diajukan secara lisan. Dalam
pemeriksaan perkara hakim harus wmengusahakan perdawmaian,
hakim berhak untuk memberi petunjuk upsaya bhukum yang dapat
dipergunakan oleh pars pihak. Dalam wmenjatuhkan putusan
hakim harus mencukupkan dasar hukum yang tidak dikemukakan
cleh pars pihak. Pelakssnaan putusan pengadilan 4i lakukan
atas perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri vang
pada tingkat pertama memutus perkaranva.

Sedangkan di dalam Undang-undang No. 14 tahuon 1870
tentang Kekuassan Kehakiman ditentukan bahwa hakim  tidak
boleh menclak memeriksa perkars dengan alasan bokum  tidak
ada  atan  kurang jelss. Dalam pemerikssan perkara hakin
membanti para pihak untuk mengatasi segala hambatan. Hakim
harvus menjatubhkan putussn tanpa membeds-bedakan para pilhak
erperkarvse, yang berarti babwa hakim dituntut untuk
memherikan keputusan vang seadil-adilnya. Lebih ditekankan
lagi bahwa hakim harus memutus gecara adil dengan
memperhatikan peri  kKemanusissn., Hal ini  =ewnua guna
mewnjucdkan ketentuan bahwa "peradilan di laksanakan DEMI
KEADTLAN BERDASARKAN KETUHAMAN YANG MAHA E3A" vang

merupakan asas peradilan di Indonesia,

PERMASALAHAN

Sebagaimana' dimuka telah diuraikan bahws pada
dasarnva hakin perdata adalah pasif. Akan tetapi wmenurvut
gistim  Hokum Acarsa Perdata di  Indonesia (HIR)  hakim
dituntut untuk bersikap aktif dalam menyelesaikan suatu
perkars baik semenjak o1 masukksnnya sustu perkara hinggsa

dijatuhkannva putusan dan padsa saat pelaksanaan putusan




pengacdilan.
Permasalahannya adaliah sanpsl gejsuh mana peran
aktif hakim dan Faktor-faktor apa menyebabkan hakim aktif

dalam menvelesaikan suatuy perkara. Apakah =siksp demikian

PEMBAHASAR

Suaty penyelessian perkara perdata dimaka pengadi-
lan negeri dapat dikelonpokkan dalam tiga tahap, vaitn
1. Tahap permuelasn; tahap ini dimolai dari memasukkan

gugatan di pengadilan sanpai dengan dipanggilnya para
pihak untuk menghadap pada hari sidang vang telah
cditentukan.

72. Tahap penentuan; tahasp ini dimulai dari hari =idang
pertama samnpal dengan dijatuhkannya putusan.

Tahap penentuan diksgi dalam empat tahap, vaitu

a. tahap permulaan persidangan,

b. tahap Jjawab Jinawab,

¢. tahap pembuktian, dan

d. tahap sidang musyawarsah vang diakhiri dengan
pembacaan putusan oleh hakim.

3. Tahap pelaksanaan; tahap ini dimwlald sejak putusan
hakim mempunvail kekuatan tetap, kecusli Jika putusan
ditentukan dapat dilaksanakan meskipun ada upayva hukuamn
vang melawan putusan (witvoerbasr bij voorraad), vang
diaskhiri dengsan penyerahan hasil lelang kepada pihak
vang dimenangkan dalam putusan.

Tahap perevlasn, pada =zaet pihak yang dirugikan
mengaijukan gugatannysa, untuk menuntut hak atau  hkepen-
Lingannya, menurut Pasal 119 HIR/Pagal 143 RBg hakim
berwaenang untuk memberi petunjuk dan nasehat. Perlu
dikemukakan disini, menurut sistem HIR/RBg gZugatan dapst
diajukan baik secars tertulis maupun secara lisgan.

Adapun  vang dimaksudkan dizgini adalah bahwa hakin
memberikan petunjuk dan nasehat (jika gugatan diajukan

secara tertulis) mengenasi bagaimans seharusnya bentuk dari



asurat gugat sehsrusnys dan apa saja vang dapat dikemukakan
oleh penggugat dalam surat gugat tersebut (Keosmargono,
1983 67,

Berkaitan dengan hal ini Dr. Wirjono Prodiodikoro,
3H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata di Indonegia (1975
35) mengatakan bahwa gurat gugat menurut HIR/RBg memn-
punyai bentuk tertentu vang winimal sebagaimana dapat
disimpulkan dari ketentusn Pasal 119/143,

Rewenangan hakim ini diberikan mengingat bahwa
menurut  aistem HIR/RBg tidak ads ketentuan yang mengha-
ruskan  sesecrang diwakili oleh seorang kuasa (verplichte
procurenr stelling)y Jika menghadap dimuks pengadilan.
Helain itu juga tidak ada ketentuﬁn mengenal siapa vang
dapat ditunjuk sebagai hkuassa/wakil. Sehubungan dengan itu,
setiap orang, vang buta hukum bshlkan buta huruf, dapat
majr  sendirdi dimska pengadilan sebagail pihsk dalam  suatu
perkara. Baik dalam HIR maupun RBg hanya ada satu pasal
vang mengatur htentang pemberian kuasa dan cara pemberian
kuasa, itupun disebutkan "Jiksa dikehendaki” .

Dalam  hal gugatsn disjuksn secara lisan, menurat
Pagal 120 HIR ketua pengsadilan negeri akan mencatatnya,
berarti di lakukan gendiri, atau menyuruh orang lain
mencatatnya. Meskipun ketua menyuruh mencatat orang lain
(biaganya panitera pengadilan) skan tetapi tanggung Jawab
fetap padanya. Dalam mencatat gugatan yang diajukan secara
lisan, bk dim tidak boleh mempengaruhi pitak vang
mengajijukan  gugatan, tetapi sekedar mencatat apa yvang
dikemukakan nleh pihak terszebut. Setelah segalanysa
diutarakan oleh penggugat, dan dicatat oleh hakim, hakim
_akan memnbacakan aps vang telah dicatatnyas sehingga dapat
sesuni  dengan apa vang dikehendaki oleh penggugat. Jika
ketua memerintahkan orang lain untuk mencatatnya maka
setelah dibacakan dan ternyata telah seszual dengan
kehendak pihak penggugat, catatan gugatan itu akan ditanda
tangani oleh ketua. Sebagaimana dikstaksn oleh Prof.
R. Subekti, 5H bahwa darl ketentuan Ps=zal 118 HIR/142 RBg
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dan pasal-pagal berikutnya dapat dibsoa  bhahwa gugatan
dapat ditandawtangani oleh penggugat atau para penggugat
gendiri, kuasa vyang mewakili, dan hakim jika penggugat
atan para peng-gugat buta huruf (Subekti, 1977 : 343, Se-
lanjutnya hakim/ketua pengadilan akan memberi petunjuk
proges berikutnya vaitu membayvar biayva perkars dan
mendaftarkan catatan gugatan tersebut.

Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam HIR/RBg
mengingat HIR/RBg pada saat dikeluarkannya adalah diper-
untnukkan bagi masyarakat Bumiputers vang sebagain besgar
masih buta hukum bahkan buta huruf.

Mengingat seringnya terjadi kekeliruan, maks menge-
nat gugstan vang diajukan gecars lisan ini, Mahkamah Agung
dalam putusannya Reg. No:lO?? K/51p/1972 tertanggal 7
Februari 1973 menyatakan hahwa gugatan vyang diajukan
Becara tertulis dengan dibubahi cap Jemnpol harus
dinvatakan tidak dapat diterima (0. Bidara, 1987 : 125,

Dari vraisn diatag tampak pada tahap permalaan atau
pendahuluan wenurut sistem HIR/RBg hakim aktif sejak
pengajuan gugatan oleh orang vang merasa dirugikan hak dan
atau kepentingannva.

Ffahap pensnituan, dikatakan pada awal tahap ini
dimunlai dengan permulaan persidangan, karena pada saat itu
akim belum memeriksa perkaranya. Ads beberapa hkemungkinan
vang dapat terjadil padsa awal tahap penentuan ini, vaitu
pihak penggugat tidak datang, atau pihak tergugst vang
ticdak datang dan kemungkinan terjadinya perdamaian antarsa
para pihak berperkara, sehinggas dapat dikstakan hakim sawns
sekall belum memeriksa pokok perkaranva.

Apabila pihak penggugat padsa hari =sidang vang telak
ditentukan tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara
patut, maks menurut Pasal 124 HIR/148 RBg gugatan dapat
dinvatakan gugur oleh hakim. Sedangkan jika Tergugat vang
tidak heaedir, wmaks menurut Pasgal 125 HIR 149 RBg hakimn
dapat mengabulkan gugatan dengan verstek. Akan tetapi
menurut Pasal 128 HIR/150 EBg dalam kedua hal diatas hakim



dapat  Jdugs menvatakan =zidang ditunda dan memerintahkan
para pihak dipanggil tagi untuk kedusa kalinva.

Jika pafa pibak hadir pads hari sidang vang telah
ditentukan, Pasal 130 HIR/154 RBg, hakim harus berusaha
wendamaikan para pihak., Jiks perin hakim memberi nasehat
cdan pandangan bahwa penvelesaian secars perdamzian adalsah
lebih baihk daripsdas dengan putusan hakim, serta cara-cars
vang dapat ditempub gunszs mencapail perdamaian {Pasal 130
ayvat {1y HIRA1H54 ayat (1) RBg}. Bils perlu dalam nussaha
wmendamsikan para  pihak hakim menunda persidangan untuk
memnberi kesempatan pada pars pihak untuk memikirkan saran-
gsaran vang telah diberikannya. Apabila usaha perdamailan
ind berhaﬁil, oleh hakim dalam persidangan akan dibuathksan
akta perdamaian yang mengikat para pihak untuk mematuhi-
nyva {Pasal 130 asyat (2) HIR/184 avat (2) RBg}.

Mamann Jika usaha pervdamaian tidak bherhazil, naka
hakim akan melanjuthkan pemerikzaan perkara dengan diawali
membacakan surat gugat ataun catatan gugatan. Setelah mem-
hacakan surat-surat yang ada, hakim menanyvakan kepada
penggiugat  akan niat  selanjutnya. Disini  hakim, Jika
dipandang perlu, berwenang wmemberi petunjuk upayas hukunm
servta alat bukbti vang dapat dipergunakan oleh para pihak
{Pasal 131 ayat (1) HIR/155 ayat (1) RBgl.

Upsya huokuwm adalah upaya atau cara yang diberikan
oleh hukum kepada parsa pihak untuk mencapai suatu  tujuan
dapat penvelesaian perkara. Menurut kegunasnnya upava
hukum  dapat dikelompokkan dalam beberapa Jjenis, yaitu
untuk melawan gugatar, melawan putusan, melawan eksekusi,
meltawsan sita, insiden serta pembuktian.

Digini hakim hanva boleh menunjukkan upaya hulkuw
apa  =maijs  vang ads dan dapat dipergunakar. Hakim tidak
Foleh mecara jelss menunjukkan penggunannya dalam perkara
vang dihadapi, karena jika demikian sudah berarti hakim
dapat dikatakan memihak pada salah satn pihak berperkara.

Untuk menghindari kemunghinan hrakim memihaik,

Undang-undang Yo, 14 tahun 1970 tentang Xeknasaan Keha-
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riman melarsng hakim wmemerikss suatu perkara' Jika 1isa
mempunyvai  kepentingan atas perkara yang diperiksanya,
dengan kewadiban untuk mengundurkan diri dari pemeriksaan
perkara tersebut. Undang-undang juga memberikan hak kepsada
para pihok untuk menclak perkaranya diperiksa oleh seorang

hakim, Jika diketahui bahwa hakim tersebut maszih mempunyair
hubungan dengan  salahk  satu pihak dalam perkara vyang
diperiksanva,

Rembhali pada pembicarsan mengenal penggunaan upayva
hukum, ketidak tahuan penggunaan upayvs hokum oleh parsa
pihak berperkara, karens para pihak bhuta hukowm, sering
menyulitkan hakim dalam pemeriksaan perkara. Misalnva,
bahwa dalam hukum scara perdata dikenal ssas  pemusatan
Jawaban tergugat (concentrasi vanv verweer), sebhagaimana
dapat disimpulkan dalam Passl 1368 vo Pasal 132 5 dan b
HIR.

Dalam Passl 136 HIR/1682 RBg antara lain dikataksan
hahwa tangkisan wvang akan disjukan tergugat, kecuali
tentang wewenang mengadili, harus diajukan, diperikza dan
diputus hersmama-sama dengan pokok perkaranya.

Pasal 132 & dan b HIR/1857 dan 158 RBg antara lain
ditentukan hahwa rekonvensi harus diajukan bersana-sama
dengan Jjawaban pokok perkara. Lebhih lanjut ditentukan
bahwa rekonvensi diajukan pada pengadilan tingkat pertama.

Apabilsa tergugat tidak mengetahui ketentuan
tersehut, lebih-lebih jika pemeriksaan perkara dilakukan
secara lisan padahal tergugst tidak diwakili seorang kuasa
vang mengetahui hokom, tergugat dengan seenaknyva mengemu-
kakan Jawaban mengenal pokok perkarsnva pada hari =sidang
pertama dan pada hari sidang berikutnyva mengajukan jawaban
yvang menurut sifatnya ternvata adalah berapa eksepsi atauw
mungkin  rekonvensi. Jika hakim yang memeriksa perkara
terpancang pads agas pemusatan  Jawaban, wmaka Jawaban
tergugat yang bernpa eksepsi ini dapat dikesampingkan oleh
hakim karena sudah terlambat, dimana hal ini Jjelasg akan

nerugikan  pihak  vang mengadukan Jawabannya. Pada pihak



penggugat sendiri karena tidak tahu juga tidak membantah
atau mepyatakan keberatan akan cara tergugat mengajukan
Jawaban-jawsbannya. Dalam keadsan demikisn ini jelas ke-
pentingsn  penggugat akan dirugiksn jika tergugat secara
tidak terbatas diperbolehkan memecah-mecah Jawabannya
vaitn dengan wengajukan jawaban secara bertingkat-tingkat,
semila  Jdawabsan atas pokok perkara dan setelah dilavani
penggugat , tergugat mengajukan jawaban lainnya, tidak ber-
sama-sama sekaligus (Wirjono, 1980 : B8)Y.

Agar para pihak tidak dirugikan, pembuat undang-
undeang  (HIR/RBg) telah tidak mencantumkan sanksi pads
Pasal 1387182, dan juga tidak secara tegas menyebutkan
pada  Jjawaban keberaps tergugat dapat mengsjukan relon-—-
vengi. Akan tetapi ketidak tegasan tersebut dilain pihak
dapat membingungkan hakim dan dapat wmenimbulkan ketidak
pastian pada putusan yang diambil, sehingga putusan hakim
vang satu dapat berbeda dari putugan hakim lainnys untuk
hal yvang samsa.

Untuhk mengatasi al tersebut, De, Wirjono
Prodiodikoro, 3H pada waktu menjabat sebagai Ketusn
Mehakamah Agung menuliskan pendapatnya, bahwa Pasal 136
HIR/18Y RBg dipandang sebagal petunjuk ssaia untuk sedapat
mingkin difterapkan asas penusatan Jawahan dari tergugat.

Dari pendapat bLersebut dapat disimpulkan bahwa
apakah  suatn eksepsi akan ditelak astauw tidak, Jiks tidak

diajukan bhersama-sama Jjawaban pokok perkara, sepenuhlnya

digserashkan  kepada kebijsksanaan hakim dengan melihat
keadaan pemeriksaan perkara. Apabila dengan tidak

diterapkannya asas pemusabtan Jawaban tergugat Lidak ada
pibak vang dirugikan, misalnya dengan tidalk diterapkannya
asas  lLersebut keadasn perkars tidak akan bherubsh, maka
hakim dapat tidak menerapkan asas pemugatan Jawaban.
Dengan lain perkatsan, sebaiknyva tergugat tidshk diwajibkan
memusatkan Jawaban-jawabannya, asal oleh hakim diperhati-
kan dengan sungguh-sungguh bahwas pengajuan  Jjawaban oleh

tergugat tidak akan merugikan kepentingan para pihak ber-



perkara, terutams pihak penggugat (Wirjono, 1980 : 83).

Setelah para pihak =elesai mengajukan Jawaban-
Jawaban mereka, untok mendapatkan kepsstian bahwa peristi-
wa atan hubungan hukum yang dikemukakan oleh para pihak
benar-benar terjadi, hakim wemerliukan pembukbtian guna
meyakinkan Jdirinya (Abdulkadir, 1838 : 130).

Pagal 121 HIR/145 RBg disebutksan antara lain bahwa
pada sast memanggil para pihak diberitahukan dapat membawa
alat-alat bukti vyang akan dipergunakan. Mengingat alat
bukti dalam perkara perdata memegang peran vyang sangst
penting, hakim dapat mengingatkan hal itu  kepads pars
pihak agar mengajukan alat-alat bukti jiks telah sawnpai
sant  pembuktian. Oleh karena membukbtian adalah merupakan
salah satu vpaya hnkum vang dapat dipergunakan para pihalk
{Koogmargono, 1982 : 33), maks hakinm dalsm hal ini dapat
membreritahne para pihak alat bukti apa saja yang dapat
diasjukan dalam pemerikssaan perkara ito.

Dalam hal hakim menganggap alat--alat bukti veng di-
ajukan oleh para pihsk telah cukup untuk memutus perkara,
maks  hsakim  aksn wmenghentiksn pemeriksasn perkara dan
mengadakan  sidang musyvawarah untuk menyusun  putusannya.

Pagal 178 ayat (1) HIR/188 ayat (1) RBg menyvehuthkan
battwa hakim pada saét menynsun  putusan  (dalam  sidang
musyawarah),., wadib mencukupkan dagar hokum vang tidak
dikemikakan oleh para  pihalk. Earena metiap Orang
dimingkinkan untuk maju sendiri dimuka pengadilan dalam
suaty pervkara, maka sulit diharapkan bahwa dalam gugatan
atan  jawaban-jawaban para pihak dikemukakan dasar hukun
vang meniadi dasar tuntutan atau Jawabannysa.

Hakim =ebagai aparatur negarsa vang melaksanakan
harus henar-benar mengefahui duduk perkara vang sebenarnya
dan  perasturan hukum vang tertulis maupun pevaturan  hukun
yang htidak tertulis dalam hukum adat (Riduan, 1988 @ 83).
Oleh karenanva adalsh lavak jika dalam menvusun pubugan
Hakim dibarapkan aktif untuk melenghkapi putusannya  dengan

dasar hukum vang tidak dikemukakan oleh para pihak. Untuk
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kepentingan pelaksanaan tugasnve, sebagsaimana ditentukan
dalam Pasal 27 avat (1) Undang-~undang No. 14 tahun 1970,
hakin sebagal pernegak hukum dan keadilsn wajib  menggsli,
wengilkuti dan memshami nilai-nilai hukum vang hidup dalam
masvarakat .

Dari urslsn diatas tampak bahwa hakim menurut gis-
tem HIR dan RBg bhersikap aktif selams pemeriksasn perkars
hingga putusan dijstuhkan.

Tahap pelaksanaan, gebagaimansa diatur dalam  Pasmal
195 HIR/Z208 RBg, pelaksanaan putusan yvang telah memperoleh
kekuatan hukum tetsp dilakukan atas perintah darn dibawah
pimpinan ketuna pengadilan negeri (hakim). Jiks barang yvang
harus di eksekusi herada diwilavah hukum pengadilsn negeri
lain dari pengadiltan negeril yang memitus perkaranya, mnaka
pelaksanaan  putussn ito dilakoukan oleh pengadilan negeri
diwilavalh mana barang itu berads.

Lebih lanjut dalsm Pagal 200 ayat {13 HIR/215% avyat
{1) RBg ditetapksn bahwa dalam kesdaan tertentu eksekusi
putusan  dengan menjusl lelang barang-harang vang disits

dapat dilakukan oleh orang yang dapat dipercayva dan

dituniunk  oleh ketua untuk melakukan hal itu. Jadi dalam
tahap pelaksanann putusan hakim, hakim juga dituntut aktif
meminpin Jelannyva ekoekusi .

Pacda tahap pelaksanasan (eksekusi) putusan peng-
adilanpun menurut @sistem HIR dan RBg hakim diharaphkan
untuk hersikap aktif dengsn memimpin eksekusi putusan

pengaditan,

KESTMPULAN |

1. Pada dasarnya dalam - pemeriksasn perkara perdata hakim
adalah pasif, dalam pengertian hakim hanya bersikap
menungg perkara vang disjukan kepadanya. Apakah sustuw
perkara akan dilanjutksn, atan di  sudahl  terserah
kepada para pihak berperkara.

2. Menurut sgistem HIR/RBg, hakim Indonesia adalsh aktif

dari  sast gugatan diajukan sampai dengan pelaksanasgn
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Pputusar .

Dalam  keativan hakim ini, tidak boleh mewmberi hkesan
bahwa hakim telah mewnihak kepada salah s=satu  pihak
berperkara, karens hakim harus memutus  gecara  adil
tanpa wmewperhstikan pihak berperkars.

Hakim aktif menurut sistim HIR/RBg digebahkan karens
mernirat HIR/RBg tidak ads kewajiban menuniuk kuasa jiks
menghadap dimaikas pengadilan, dan tidak ada ketentuan
sisps vang dapat ditunjuk sebagai kuasa untuk mewakili
pihak dalam sustiy perkara, sehingga vang buts hukumpun
dapat ditunjuk =zebagai kuassa.

Apahila dalam hukum acara perdata ada  ketentuan vang
mewsjibkan Segeorang harus diwakili (verplichte
procurettr stelling) dalam berperksara, dan ada ketentuan
tentang silapa yang dapat ditunjuk sebagai wakil dalam
perkara, wmaka bhakim tidak perlu aktif (sepertl =saat
iniy vang hanva wmenambah beban pada hakim.

Jika  hakim merasa mempunyval kepentingan dalam suatuy
perkara vang sedang diperiksa, maka ia harus mengundur-
kan diri dari pemeriksgsan tersebut, karens akan
menpengarahi putugannya.

MHengingat saat ini telah banyvak orang yang tahu akan
hukum, dan jugs banvak lembagsa-lembage vang memberikan
hantuan hukum, maks untuk cepatnya proses perkara  per~
data di pengadilan negeri seyogvanva dalam uandang-
undang hukum acara perdata mendatang sikap aktif hakim

ini dikurangi atauw kalan mangkin ditiadakan.
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